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PERBEKEL SUWAT
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN/KOTA GIANYAR

PERATURAN DESA SUWAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

(COVID-19) DI DESA SUWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SUWAT

bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan
penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease
(COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan
kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan
Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam

Peraturan Desa.

1.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor | Tahun 2020 Tentang Kebijakan Kenangan
Nepara Dan Stabilisast Sistern Keuangan  Untuk
Penanpganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-
19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapr Ancaman
Yang  Membahayakan  Perckonomian  Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang perubahan kedua atas peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
dirubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan
pemerintah - Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
TeBanjar inggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1012);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2021,

Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah
TeBanjar inggal, dan Transmigrasi Raepublik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Skala Mikro di Desa;
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11. Surat Edaran Kementrian  Keuangan Repubiik

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Perimbangan
Keuangan Nomor SE-2/PK/202] tentang
Penvesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke

Dacrah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase
2019.

12.Surat  Kementerian  Dalam  Negeri ~ Nomor
443/0619/BPD, hal Pemberlakuan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posco
Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
tingkat Desa.

13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 115);

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 70);

15. Peraturan Desa Suwat Nomor 9 Tahun 2020
tentang APBDesa Tahun 2021 (Lembaran Desa

Tahun 2020 Nomor 9);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUWAT
DAN
PERBEKEL SUWAT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA SUWAT KECAMATAN GIANYAR

KABUPATEN GIANYAR TENTANG PELAKSANAAN
POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS

DISEASE (COVID-19) DI DESA
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa int yang dimaksud dengan:

1.

]

Desa adalah desa dan desa adat atau yang discbut
dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan
Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki - batas  wilayah  yang berwenang  untuk
mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,
kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan
prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,
Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa di
Kabupaten Gianyar yang mempunyai kewenangan,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas
pemerintahan dan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah,

Badan Permusyawaratan Desa atau vang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal vang

bersifat strategis,

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



